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Abstrak

Penulisan Skripsi:ini didasarkan pada Kondisi Desa Pampang Harapan sebel um dimekarkan dari desa Pangkalan
Buton sangat y/memprihatinkan.;Masyarakat desa kesulitan untuk berinteraksi dengan pemerintah desa dalam
berbagai urusan pemerintahan desa. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui Seberapa Berhasil
K ebijakan Pemekaran,di“Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian komparatif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini ‘adalah
Pemekaran Desa'Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dalam bidang pelayanan
kepada masyarakat setelah diadakan pemekaran sudah mengalami peningkatan khusunya jarak tempuh
masyarakat untuk® melakukan pelayanan ‘menjadi..lebih. dekat. “Kemudian Pada bidang “penyelenggaraan
pemerintahan di*Desa Pampang Harapan setelah pemekaran terlihat mengalami peningkatan. Yang dulunya
masih berstatus-dusun kini sudah menjadi desa sehingga.penyelenggaraan pemerintahannya menjadi meningkat
dan|segala kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu pemerataan pembangunan di Desa Panmpang Harapan
setalah pemekaran mengalami banyak perkembangan. Banyak pembangunan sarana dan prsaranayang dilakukan
di Desa Pampang Harapan setelah dimekarkan.

Katakata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Pemekaran; Pelayanan, Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pemerataan
Pembangunan

THE SPLITTING EVALUATION OF PAMPANG HARAPAN VILLAGE,
SUKADANA SUBDISTRICT; KAYONG UTARA COUNTY

Abstract

This thesisis based on worst condition of Pampang Harapan Village beforeibeen splitted from.Pangkalan Buton
Village. Village residents get several difficulty to interact' with Village goverment in several bussiness. This
thesis is aimed to recognize succes of splitting policy at Pampang Harapan Village, Stkadana Subdistrict,
Kayong Utara County. This thesis used comparative type combined with qualitative approach. The conclusion of
this research is splitting area of*Pampang Harapan Village, SukadanasSubdistrict, Kayong Utara County in
public service part after splitted became increase particularly for the distance became closer. Then, there is an
improvement on governance section at Pampang Harapan Village after been splitted. Formerly that village was a
small sub village and nowadays become a village that can improve its governance and fulfill its residents needs.
Besides, development equalization at Pampang Harapan Village after been splitted reachs severa growth. There
are many facilities and infrastructures built at Pampang Harapan Village after been splitted.

Keywords : Evaluation, Splitting policy; Service, Governance, devel opment equalization.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian

Indonesa  merupakan  Negara
kesatuan yang berbentuk republik serta
dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi
atas daerah-daerah provins dan daerah
provins dibagi atas kabupaten dan kota.
Tiap-tigp provinsi, kabupaten dan kota
mempunyai pemerintahan  daerahnya
sendiri untuk mengatur dan. mengurus
urusan pemerintahan menurut asas Otonomi
Daerah dan tugas pembantuan. Otonomi
daerah dapat diartikan sebagai kewajiban
yang diberikan:-kepada daerah otonom
untuk mengatur dan megurus sendiri: urusan
pemerintahan  kepentingan  masyarakat
setempat - menurut aspirasi  masyarakat,
untuk meningkatkan daya guna dan hasll
guna penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka pelayanan terhadap masyarakat ‘dan
pelaksanaan pembangunan sesual dengan
peraturan perundang-undangan.

Besarnya jumlah penduduk  dan
bersifat mgjemuk (plural) dalam hal etnis
bahasa daerah,sagama, budaya, "geografi,
demografi dan lain-lain menuntut pada
kualitas peleyanan yang lebih baik—dan
mencakup semua lapisan masyarakat.
Namun, fakta yang sering kali terjadi
dilapangan adalah kurangnya tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
yang diberikan oleh pemerintah.

Sehubungan  dengan  itu, kebijakan
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desentralisass  dan  otonomi  daerah
merupakan keputusuan yang tepat untuk
menjawab permasal ahan tersebui.

Pemekaran wilayah merupakan
salah satu bentuk konkrit dari kebijakan
desentralisas dan otonomi daerah yang
terbukti daerah
pemekaran yang terbentuk. Kebijakan ini

dengan  banyaknya
merupakan=suatu langkah strategis yang
ditempuh  oleh™. pemerintah  untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan baik dalam pelayanan,
pemberdayaan, dan pembangunan:menuju
terwujudnya suatu tatanan  kehidupan
masyarakat yang maju, mandiri, sgahtera,
adil 'dan makmur. Dengan demikian,
hakikat pemekaran daerah etohom lebih
ditekankan pada aspek ‘mendekatkan
pelayanan pemerintahan dalam rangka
meningkatkan kesgjahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, pemekaran wilayah
merupakan cara atau pendekatan untuk
mempercepat  akseleras
daerah.

Dalam kehidupan berpemerintahan,
disadari  bahwa kebutuhan

masyarakat___semakin lama semakina

pembangunan

tuntutan

meningkat dan  semakin  kompleks,
sementara pada sisi lain, kinerja pemerintah
untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan
masyarakat tersebut harus diakui belum
optimal oleh karena berbagai alasan baik,
alasan lokasional, d&asan keterbatasan
sumber daya maupun teknis administratif
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dan sebagainya. Ha mendasar
dilakukannya pemekaran wilayah adalah
melakukan

perubahan kearah yang lebih baik dengan

adanya keinginan  untuk
jalan berotonomi.

Secara historis, desa merupakan
cika bakal terbentuknya masyarakat politik
dan pemerintahan di Indonesia jauh
sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam
Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014
tentang Desa disebutkan bahwa: *desa
adal ah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, Selanjutnya disebut desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memilki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempatsberdasarkan prakarsa masyarakat,
hak 'asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diskui dan dihormati

pemerintahan Negara Kesatuan Republik

dalam sistem

Indonesia”. Dalam struktur sosial.sejenis
desa, masyarakat adat dan lain sebagainya
telah  menjadi

mempunyai posisi sangat -penting., Desa

ingtitusi= sosial  yang
merupakan institus yang otonom dengan
tradisi, adat istiadat dan-hukumnya sendiri
serta  relatif mandiri. Otonomi  desa
merupakan otonomi yang adli, bulat dan
utuh serta bukan merupakan pemberian dari
pemerintah. Sehingga bisa dikatakan
“otonomi masyarakat desa” merupakan
kemampuan yang benar-benar tumbuh dari

masyarakat desaitu sendiri.
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor
43 tahun 2014 Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan
bahwa: “Pembentukan desa diprkarsai oleh

tentang

pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten
kota, dimana pemerintah dapat
memprakarsar pembentukan desa yang
bersifat “khusus dan strategis bagi
kepentingan nasional.” Pembentukan desa
atau pemekaran desa mérupakan salah satu
upaya pemerintah dalam “memberikan
pelayanan dan mewujudkan peningkatan
penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kémasyarakatan,
pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat desa secara terpaduy tepat guna,
dan berkesinambungan serta dalam rangka
penataan desa yang lebih efektif ‘dan
efisien.

Desa Pampang Harapan merupakan
sdlah satu desa pemekaran yang ada di
Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong
Utara. Desa ini dibentuk melalui Peraturan
Bupati Ketapang Nomor 76 Tahun 2005
tentang Pembentukan Desa Pampang
Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten
Ketapang. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik Kabutaen Kayong Utara tahun
2012, Desa Pampang Harapan memiliki
luas wilayah sebesar 64,30 Km? dengan
jumlah penduduk sebanyak 1.060 orang
atau 7.14% dengan kepadatan penduduk

sebesar 22 Orang/Km?.
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Berdasarkan  Peraturan  Bupati
Ketapang Nomor 76 tahun 2005 diatas,
Pemekaran Desa Pampang Harapan
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
dan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan desa, dan pemerataan
pembangunan di desa pampang harapan.
Kondis Desa Pampang Harapan sebelum
dimekarkan dari desa induknyayaitu desa
Pangkalan Buton sangat” menyulitkan bagi
pemerintah desas"dan masyarakat 'desa.
Wilayah desa yang terlalu Tuas membuat
kawasanskawasan ‘desa menjadi terpencar
sehingga mempersulit rentang kendal
pemerintahan desa. Faktor kewilayahan ini
juga menjadic suatu penghambat dalam
proses péemerataan pembangunan karena
pemerintah desa  kesulitan untuk
menjangkau keseluruhan wilayah desa
dengan kondisi wilayah yang luas serta
kawasan desa yang terpencar.

Secara empirik, masyarakat Desa
Pampang' Hargpan mengalami kesulitan
untuk berinteraksi dengan-pemerintah desa
dalam berbagai urusan dan képerluan yang
disebabkan oleh: faktor geografis seperti
jarak tempuh antar dustinidengan pusat desa
yang terlalu jauh dan kondis jalan yang
kurang baik sehingga sulit untuk dijangkau.
Jumlah penduduk yang cukup banyak juga
menuntut pada kualitas palayanan yang
lebih baik. Hal ini tentu menjadi suatu
masalah bagi pemerintah Desa Pangkalan

Buton, sehingga dibantuklah Desa Pampang
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Harapan pada tahun 2005 sebagai solusi
dari permasalahan ini.

Data  hasll olahan  penulis
menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran
desa Pampang Harapan juga telah
memberikan banyak kemudahan bagi
masyarakat desa. Faktor geografis seperti
Jarak tempuh antar dusun dengan pusat
yang terlatu.jauh bukanlah suatu masalah
lagi bagi masyarakat desa karena jarak
tempuh | antar dusun demgan pusat desa
sgak adanya: desa Pampang harapan
menjadi labih dekat dan mudah dijangkau
oleh masyarakat desa. Adanya ‘desa
Pampang Harapan fuga telah
mempermudah masyarakat*“desa untuk
berinteraksi dengan masyarakat=desa dalam
berbagai urusan dan keperluan.

Kondiss Desa Pampang Hargpan
saat ini jauh lebih baik dibandingkan
dengan kondisinya sebelum pemekaran.
Pada sektor pelayanan, pemerintah desa
memiliki rentang kendali yang terjangkau
keseluruh wilayah.desa untuk memberikan
pelayanan; Kepada masyarakat sehingga
pelayanan menjadi efektif dan efisien.
Sedangkan ___pada~sektor infrastruktur,

kawasan-kawasan desa yang awalnya

terpencar menjadi  terpusat di  dalam
masing-masing desa sehingga
mempermudah proses pemerataan

pembangunan. Jarak tempuh antar dusun
dengan pusat desa juga menjadi lebih dekat
sehingga memudahkan masyarakat desa
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untuk berinteraks dengan pemerintah desa
dalam berbagal urusan dan keperluan.

1.1. Fokus Penelitian
Pendlitian ini
Kebijakan Pemekaran Desa Pampang

mengevaluasi

Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten
Kayong Utara yang difokuskan pada hasil
kebijakan pemekaran Desa™" Pampang
Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten
Kayong Utara.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan fokus
penelitian _yang telah  dipaparkan
sebelumnya,®maka masalah penelitian ini
adalah Yaitu “Seberapa berhasil Kebijakan
Pemekaran.. Desa Pampang Harapan
Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayeng

Utara?”

1.3. Tujuan Pendlitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk-mengetahui dan
menganalisis ©. Hasil  dari™+ Kebijakan
Pemekaran di ‘Desa Pampang Harapan
Kecamatan Sukadana“Kabupaten Kayong
Utara yang mencakup  Pelayanan,
penyelenggaraan Pemerintahan, dan
Pemerataan Pembangunan.
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1.4. Manfaat Pendlitian

1.4.1. Manfaat Teoritis
1)Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan informas
bagi kemajuan [Imu
Pemerintahan secara umum,
dan  khususnya  mengenal
evaluas kebijakan pemekaran
wilayah serta dapat menjadi
salah "satu referens  dalam
penelitian yaag sgenis untuk
menambah kepustakaan.
2) Bagi penulis sendiriy, dapat
menambah wawasan, penadaran
dan pemahamian untuk
menerapkan berbagal teori yang
telah dipelgari pada Program
Studi Ilmu Pemerintahan, sebagal
pengetahuan untuk hekal
dilapangan, serta sebagai [salah
satu syarat untuk menyelesaikan
pendidikan strata 1 di Program
Studi [Imu Pemerintahan.
1.4.2.M anfaat Praktis

Dari . hasil  penelitian ini,
diharapkan dapat bermanfaat bagi para
pelaku__penyelenggara pemerintahan
khususnya bagi Desa Pampang
Harapan dan pemerintahan daerah
Kabupaten Kayong Utara dalam
melaksanakan tugasnya sebagai abdi
Negara sakaligus abdi masyarakat
dapat meminimalisir kesalahan yang
terjadi dalam proses pengambilan
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keputusan atau kebijakan selanjutnya kebijakan, implementasi kebijakan dan
penelitian kebijakan”.
2). Evauasi Kebijakan Pemekaran

demi terwujudnya  kesegjahteraan

masyarakat yang sesuai dengan prinsip

otonomi daerah.

TEORI DAN METODEL OGI

1. Teori

1). Kebijakan Publik

Easton (dalamyislamy, 2003:9) kebijakan
publik merupakan pengalokasian nilai-
nilai ;secara paksa (sah) kepada seluruh
anggota _masyarakat. Selanjutnya,
menurut _nugroho (2008:55) kebijakan
public adalah keputusan yang dibuat
oleh Negara, khususnya pemerintah,
Sebagai..strategi merealisasikan tujuan
Negara yang bersangkutan.

Putra (2003:84) mengatakan bahwa
dalam proses suatu kebijakan publik
perlu juga untuk memperhatikan secara
cermat’, berbaga jaringan kekuatan
politik, “ekonomi dan- socid yang
berpengaruh pada prilaku®semua pihak
yang terlibat’ssehingga pada akhirnya
mencapal hasil yang-dihargpkan ataupun
dampak yang tidak  diharapkan.
Kemudian Dunn (2000:22) mengatakan
bahwa “pembuatan kebijakan publik
merupakan serangkaian tahap yang
saling bergantung menurut urutan waktu,

yaitu: penyusunan agenda, formulasi
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Pengukuran dalam evaluas
bervarias. Secara umum evaluas
kebijakan mengacu pada empat
indokator. Indikator-indikator yang
dapat digunakan untuk melakukan
evauasi._terhadap kebijakan daerah
menurut Badjuri dan  Yuwono (
2003:136-137) yaitu:

1. Aspek Input, fokus penelitian atau
indikatornya adalah;

- Apakah sumber daya pendukung

dan bahan-bahan™ dasar yang

diperlukan untuk #melaksanakan

kebijakan memadai 2

- Berapakah SDM, uang,
insfrastruktur lan yang
diperlukan?

2. Aspek proses, focus penilaian atau
indikatornya adal ah:

- Bagaimanakah sebuah jkebijakan
diwujudkan  dalam bentuk
pelayanan  langsung  kepada
masyarakat?

- Bagamana  efektivitas  dan
efisenss metode yang dipakai
untuk melaksanakan kebijakan
publik tersebut?

3. Aspek Output, fokus penelitian atau
indikatornya adalah;
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- Apakah hasil atau produk yang
dihasilkan dari sebuah kebijakan
publik?

- Bergpa orang yang berhasl
mengikuti program atau

kebijakan tersebut?

4. Aspek outcomes, fokus penelitian
atau indikatornya adalah;

- Apakah dampak yang diterima
oleh masyarakat luas atau pihak
yang terkena kebijakan?

- Berapa banyakm dampak positif
yang dihasilkan?

- Adakah dampak negatifnya?
Seberapa dapak negative
tersebut?

Dari _beberapa indikator penilaian

evaluas.. terhadap kebijakan yang
dikemukan oleh para pakar, penulis
menggunakan indikator atau kriteria
evduasi yang dikembangkan oleh
badjuri dan yuwono. Dalam penelitian
ini, penulis menggunakan indikator atau
kriteria “evaluas pada—aspek output
(hasil) dari suatu kebijakan « untuk
mengetahui seberapa berhasil Kebijakan
Pemekaran Desa padassektor Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan
Pembangunan Infrastruktur di Desa
Pampang Harapan Kecamatan Sukadan
Kabupaten Kayong Utara.
2. Metode Pendlitian
Jenis penelitian yang digunakan

adalah penelitian komparatif dengan
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pendekatan  kualitatif.

menurut nazir (2005:58) merupakan

Komparatif

sgjenis penelitian deskriptif yang ingin
mencari jawaban secara mendasar
sebab-akibat,

menganalisis factor-faktor penyebab

tentang dengan

terjadinya atau munculnya fenomena
Daam ha ini,
membandingkan keadaan sebelum dan

tertentu. penulis
sesudah diadakan pemekaran dengan
menganalisis data yang diperoleh dari
berbagai sumber dan ionformasi selama
melakukan

Kemudian penulis mencari persamaan-

penelitian lapangan.
persamaan dan perbedd@an dari hasil
penelitian di Desa Pampang Harapan
Kecamatan  Sukadana = Kabupaten
Kayong Utara.

C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Pendlitian ini bersifat

membandingkan kondisi sebelum

pemekaran dan kondis setelah pemekaran
di Desa Pampang“Harapan melalui jenis
penelitian komparatif dengan pendekatan
kualitatif. Teori yang digunakan untuk
menganalisis yaitu dan indicator yang
dikembangkan oleh Badjuri dan Yuwono.
Penelitian ini menggunakan tipe Evaluas
pada aspek output (hasil) yaitu riset yang
mendasarkan  diri  pada tujuan dari
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kebijakan. Adapun hasil yang dijadikan
sebagal acuan seperti dalam teoru, yaitu
tujuan dari pemekaran desa yang terdapat
pada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 76
tahun 2005 tentang Pembentukan Desa
Pampang Haragpan Kecamatan Sukadana
Kabupaten K etapang.

1. Evaluas Terhadap Kondis Desa
Pampang Harapan Sebelum
Pemekaran
a. Peningkatkan Pelayanan

pelayanan  yang  dilaksanakan
sebelum _“diadakan  pemekaran
banyak menagalami kendala
Pelayanan dari kecamatan yang
ditujukan kepada desa manjadi
terhambat karena jarak yang jauh
dan.dan rentang kendali yang jauh
serta persebaran penduduk yang
cukup luas di wilayah kecamatan
sukadana. Demikian pula pelayanan
seperti pembuatan Surat Pengantar
untuk KTP dan KK dari Desa
Pangkalan Buton-termasuk Dusun
Pampang yang sekarang; menjadi
Desa Pampang Harapan menjadi
terhambat  Karema.. jarak yang
lumayan jauh.

Berkaitan dengan kendala yang
dihadapi oleh masyarakat Desa
Pampang Harapan sebelum
pemekaran, maka  masyarakat
berinisiatif untuk melakukan

pemekaran desa guna mendekatkan

EKO SETIAWAN, NIM. E42012099

http://jurmafis.untan.ac.id

pelayanan kepada masyarakat dan
meningkatkan pelayanan. Usulan
pemekaran desa  dilaksanakan
setelah bupati ketapang
mengeluarkan  Peraturan  Bupati
Ketapang No 76 tahun 2005 tentang
Pembentukan  Desa  Pampang
Harapan Kecamatan  Sukadana
Kabupaten Ketapang yang
kemudian diiringi dengan
pemekaran kabupaten ketapang
menjadis Kabupaten Kayong Utara
pada tahun 2007 sehingga Peraturan
Bupati Ketapang  tersebut “bisa
dilaksanakan pada«*tahun 2007.
Salah satu tujuan @ari peraturan
bupati tersebut adal ah jmeningkatkan
pelayanan. Dengan pemekaran Desa
Pampang Harapan tersebut, pihak
Desa memanfaatkannya  untuk
mencapal  tujuan dari pemekaran
desa yaitu meningkatkan pelayanan.

b. Penyelenggar aan

Pemerintahan Dgsa

penyelenggaraan
pemerintahan pada saat sebelum
dimekarkan terkendala oleh jarak
yang jauh dari pusat desa. Status
dusun Pampang vyang jauh
membuat pemerintah desa bekerja
cukup keras untuk melaksanakan
penyelenggaraan  pemerintahan.
Selain itu konflik batas dengan
8
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Desa Sedahan Jaya di daerah
Konsrvas Taman Nasional
Gunung Palung juga merupakan
salah satu masalah yang dihadapi
desa induk dalam hal proses
pemekaran Desa Pampang
Harapan.
c. Pemerataan Pembangunan
pemerataan pembangunan di
Desa Pampang“Harapan tergolong
biasa-bi asa sgja atau bisa dikatakan
kurang. Pemerataan pembangunan
sulit dilaKukan karena dana yang
kurang dan menunggu dana yang
dicurahkan oleh pihak kecamatan
untuk: desa selain itu status
Kecamatan sukadana yang masih
tergabung dengan  kabupaten
ketapang membuat dana yang
diberikan untuk melekukan
pemerataan pembangunan sangat
sulit untuk didapat. Pembangunan
sarana kesehatan dan pedidikan
pun masih kurang-Selain itu juga
pemanfaatan Sumber Daya Alam
dan pembangunan sarana
pendukung untuk-.mengeksplorasi
lokasi wisata Pantai  tidak
dilakukan.
2. Evaluas Terhadap Kondis Desa
Pampang Harapan Sesudah
Pemekaran

a. Peningkatan Pelayanan
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Meaui pemekaran,
masyarakat tidak perlu jauh-jauh
untuk  menadpatkan pelayanan
berupa surat menyurat dan
pelayanan kesehatan dan
pendidikan. Pelayanan di Desa
Pampang Harapan pun menjadi
meningkat dan bisa dibilang baik.
Pelayanan di Desa Pampang
Harapan “dilaksanakan setiap hari
jam kerja bahkan.sampai hari sabtu
dikarenakan adanya. persiapan
untuk melaksanakan Sail Karimata
2016. Selan itu pihak Desa
Pampang Harapn«juga berusaha
membangun pola pikit masyarakat
melalui  Pemberian.= pandidikan
yang layak, ini dilakukan dengan
cara penyediaan sarana pendidikan
yang bak salah satunya jialah
dengan penambahan satu
bangunan PAUD.

. Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa
penyelenggaraan
pemerintahan desa di  Desa
Pampang Harapan setelah
pemekaran bisa kitakan berhasil
dan juga sudah mengalami
perkembangan. Dari pihak
kecamatan sudah ada pengawasan
dan pelatihan yang diberikan. Hal
ini bertujuan agar pihak desa bisa
bekerja dengan baik. Selain itu di
9
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Desa Pampang Harapan sendiri
penyelenggaraan pemerintahan
desa dilakukan dengan penyediaan
serana  untuk  ketertiban  dan
keamanan dengan dipilihnya 11
(sebelas) anggota LINMAS untuk
mengatur jalannya ketertiban dan
keamanan di Desa Pampang
Harapan. sdlian itu
penyelenggaraan pemerintahan
desa juga dilakukan '.di sektor
pendidikan yaitu dengan

pembangunan: gedung PAUD. Hal
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pihak Desa Pampang Harapan,
seperti . pembangunan  gedung
PAUD dan Posyandu. Selain itu
masih ada beberapa kendala yang
dihadapi pihak desa. Kendaa ini
berkaitan dengan pelaksanaan
RPIMDes yang belum terealisas
secara menyeluruh, sehingga ada
beberapa program pembangunan
yang belum terlaksana khususnya
program  perhbangunan  yang
melibatkan kerja sama.dengan desa

lain.

ini dilakukan dengan tujuan untuk 3. Perbandingan Hasl: Sebelum dan
Sesudah Pemekaran

a. Persamaan Kondis#Sebelum dan

membangun pola piker masyarakat
agarmenjadi lebih mau dengan

peningkatan tarap  pendidikan.
Untuk tingkat pendidikan yang
lebih tinggi seperti SMP dan SMA
masyarakat desa masih harus
menuju ke Kecamatan Sukadana
Ini  mash dianggap . sebagai
kendala dibidang pendidikan di
Desa Pampang-—-Harapan. akan
tetapis pihak desa télahberusaha

mengatasinya.

c. Pemerataan Pembangunan
pemerataan pembangunan di
Desa Pampang Harapan setelah
pemekaran dapat dikatakan
berhasil dan mengalami kemajuan.
Banyak pembanunan infrastruktur

yang sudah direalisaskan oleh

EKO SETIAWAN, NIM. E42012099
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Setelah Pemekaran

Berdasarkan seluruh
pernyataan yang sudah dijelaskan
oleh informan-informan | serta
melalui pengamatan penulis pada
saat dilapangan bahwa terdapat
persamaan. sebelum dan setelah
pemekaran.. di Desa Pampng
Hargpan. Adapun persamaan
kondis tersebut’ yaitu masaah
konflik-=batas dengan Desa
Sedahan Jaya yang berdekatan
dengan Daerah Konservasi Taman
Nasional Gunung Palung.

Sebelum pemekaran Desa
Pangkalan Buton dengan Desa
Sedahan Jaya sudah mengalami
konflik batas di Daerah Konservasi

10
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Taman Nasional Gunung Palung.
Permasalahan ini subah beberapa
kali coba untuk di selesaikan, akan
tetapi karena berdekatan dengan
Dagerah Konservas Taman
Nasional Gunung jadi sulit untuk
menentukan batasnya.

setelah pemekaran masalah
batas yang belum diselesaikan oleh
Desa Pangkalan Buton ini masih
terus berkanjut. Sehingga setelah
pemekaran bukan” lagi Desa
Pangkalan Buton yang menangani
masalah Konflik Batas ini akan
tetapi Desa Pampang Harapan lah
yang menanganinya. Desa
Pampang Harapan sudah
melakukan upaya penyelesaian
mengenai  konflik batas ini akan
tetapi masih terkendala aleh
persigpan Sall Karimata 2016
karena semua SKPD di Kabupaten
Kayong Utara-hamper semuanya
mengerus persigpan Sail. Karimata
2016.
. Perbedaan Kondisi Sebelum'dan
Sesudah Pemékaran

Sebelum dan sesudah
pemekaran Desa Pampang
Harapan terdapat banyak
perbedaan, balk  berdasarkan
pernyataan dan penjelasan dari
informan  maupun  pengamatan

peneliti di Desa Pampang Harapan.
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Sebelum pemekaran status Desa
Pampang Harapan adalah sebuah
Dusun Pampang dengan pusat desa
d Desa Pangkalan Buton.
Kegiatan pelayanan dan
penyelenggaraan pemerintahan
desa dilaksanakan di desa induk
yaitu Desa Pangkalan Buton.

Kondis pelayanan sebelum
Pemekaran., sangat menyulitkan
pihak Dusun “RPampang karena
jarak tempuh ke pusat desa yang
tergolong ~ _jauh. Dari  segi
penyelanggaraan pemerintahan
desa di Desa Pampang Harapan
sudah banyak mengalami
perkembangan ke arghryang lebih
positif. Pembangunan di Dusun
Pampang hanya  sebatas
pembangunan dusun. Dari sekian
banyak pembangunan yang
dilaksanakan di Desa Pangkalan
Buton yang dilaksanakan'di Dusun
Pampang _hanyalah pembangunan
gedung. Sekolah dasar itu pun
mendapatkan dana dari pihak
kecamatan.

Setelah pemekaran Desa
Pampang Harapan, pelayanan
kepada masyarakat menjadi mudah
dilakukan karena jarak tempuh
yang dekat. Sebagai suatu bentuk
kemagjuan pihak Desa Pampang
Harapan benar-benar melakukan
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pelayanan  secara  maksimal.
Pelayanan dilakukan setiap hari
kerja bahkan sampai pada hari
sabtu pihak Desa Pampang
Harapan mash  memberikan
pelayanan di Kantor desa. Dari
segi pembangunan sudah banyak
kemguan, yang dulunya jalan
menuju ke Dusun Pasit Mayang
masih menggunakan pasir dan
tanah kuning sekarang sudah
menggunakan aspa. Selain itu
penyediaan. sarana dan prasarana
kesehatan dan pendidikan juga
dilakukan seperti  pembangunan
unit*Posyandu dan PAUD.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab V tentang
hasil penelitian dan pembahasan, dapat
diambil ‘beberapa kesimpulan sebagai
berikut:

1. Pemekaran. Desa Pampang Harapan
Kecamatan 'y, Sukadana  Kabupaten
Kayong Utara dalam=bidang pelayanan
kepada masyarakat setelah diadakan
pemekaran sudah mengalami
peningkatan khusunya jarak tempuh
masyarakat untuk melakukan pelayanan
administras kependudukan (KTP dan
KK) menjadi lebih dekat. Pelayanan
yang diberikan oleh pihak desa
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dilakukan setiap hari kerja bahkan pada
hari sabtu pihak desa mash
memberikan pelayanan. Pelayanan yang
terlaksana di Desa Pampang Harapan
sudah hamper terlaksana dengan baik
bisa dikatan 80% dari 100%.

. Pada bidang penyelenggaraan

pemerintahan di  Desa Pampang
Harapan._setelah pemekaran terlihat
mengalami peningkatan. Yang dulunya
masih - ‘berstatus dusun kini  sudah
menjadi desa sehingga penyelenggaraan
pemerintahannya - menjadi  meningkat
dan segala kebutuhan masyarakat
terpenuhi. Selain  itue™ pihak Desa
Pampang Harapan guga Sudah
mengelola system adminstrasi  dan
infformasi  desa sendiri, _ sehingga
memepermudah penyelenggaraan
pemerintahan desa. Konflik jbatas
dengan Desa Sedahan Jaya ‘masih
menjadi masalah yang harus
disdesakan pihak Desa jPampang
Harapan.

. Kondisi pemerataan pembangunan di

Desa Panmpang Hargpan setalah
pemekaran Mmengalami banyak
perkembangan. Banyak pembangunan
sarana dan prsarana yang dilakukan di
Desa Pampang Haragpan setelah
dimekarkan. Adapun hasil
pembangunan yang bisa dilihat ialah
berupa pembangunan jalan menuju ke
Dusun Pasir Mayang dan juga
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pembangunan Unit Posyandu dan
Gedung PAUD. Sean itu juga
pembangunan jalan ke Dusun Pasir
Mayang juga  mempermudah
tereksplorasinya wisata pantai di Desa
Pampang Harapan. Akan tetapi masih
belum terlaksananya RPIMDes secara
menyeleurun masih menjadi  kendala
yang  mengakibatkan _stértundanya

beberapa  program pembangunan
khusunya yang berkaitan dengan kerja
sama antar desa atau kerjasama dengan

desalan.

E. SARAN

Berdasarkan seluruh hasil penelitian
dan| pembahasan, dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Peéayanan yang dilakukan oleh pihak
Desa Pampang Harapan sudah baik
perlu’.  dipertahankan dan terus
ditingkatkan yang ~hanya. 80% bisa
menjadi 100% demi  kamajuan, Desa
Pampang Harapan kedepannya.

2. Masdah konflik "batas. dengan Desa
Sedahan Jaya yang harus di selesaikan
oleh Desa Pampang Harapan dengan
mengadakan musyawarat atau

pertemuan dengan pihak Desa Sedahan

Jaya dan pihak Kecamatan sukadana

sebagai pihak ketiga untuk menentukan

batas atau koordinat yang jelas.
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3. Belum terlaksananya RPIMDes secara
menyeluruh sehingga mengakibatkan
terhambatnya  beberapa  program

pembangunan khusunya yang berkaitan

dengan kerja dengan desa lain. Aparat
desa harus
pelaksanaan RPIMDes, agar RPIMDes

bisa dipantau pelaksanaannya dan bisa

lebih  memperhatikan

terlaksana secara menyel uruh.
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